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1. KESIMPULAN~' 
a. 	Pornografi jeJas merupakan tindak pidana, yang harus ditindak tegas oleh aparat 
penegak hukum. Internet merupakan salah satu bentuk media yang dapat 
digunakan oleh untuk menyebarkan pornografi, jadi cyberporn hamyalah salah 
satu feature yang ada di internet. Internet hanyalah bentuk media yang 
disalahgunakan pcnggunaannya, schingga bukan internet yang harus dilarang, 
tetapi pelaku cyberporn itulah yang harus ditindak tegas oleh aparat penegak 
hukum. Aparat penegak hukum dapat menggunakan hukum positif Indonesia, 
yaitu KUHP, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, selrta Undang­
Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk menjerat pelaku 
cyberporn. 
b. 	Pelaku (yberporn, baik pemilik/pengelola situs porno,foto modellaktor /aktris, 
dan prod user yang terlibat dalam situs porno serta pihak-pihak yang terlibat 
dalam peredaran/penyiaran situs porno (internet service provider/penyelenggara 
jasa), harus bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan perannya masing­
masing atas tindak pidana (yberporn. Penggunalpelanggan internet hanyalah 
korban (victim) dari pclaku cyhelporn. 
c. 	 Pemerintah sampai saat ini belum pernah mengeluarkan kebijakan yang 
melarang {yberporn di Indonesia. Tanpa adanya kebijakan tersebut, kinerja 
aparat penegak dalam menanggulangi cyberporn di Indonesia menjadi 
59 
terharnbat. Untuk rnenanggulangi cybelporn, diperlukan adanya kerja sarna 
dari aparat penegak hukurn, pernerintah, serta peran serta masyarakat. Tanpa 
adanya kerj,!. sarna yang baik, pcnanggulangan cyberporn tidak akan dapat 
hcrjalan sccara cJcktit: walaupun hukum positif Indoni.!sia dapat digunakan 
untuk menjerat pelaku cyberporn. 
2. SARAN 
a. 	 Adanya peraturan yang rnengatur secara khusus rnengenai dunia internet 
(cyberlaw), schingga kebebasan infonnasi yang rnenjadi hak dari 
penggunalpelanggan internet tidak disalahgunakan oleh pelaku cyberporn. 
Peraturan tersebut (cyberlaw) akan dapat digunakan sebagai rarnbu-rarnbu bagi 
pihak-pihak yang terlibat dalam internet, baik pemilik/penyelenggara situs, 
penye\enggara jasa, penggunalpelanggan internet, serta pihak-pihak lain yang 
berhubungan dengan internet. Aparat penegak hukum pun diharapkan dapat 
bekerja lebih efektif dengan adanya cyberlaw, sehingga tidak ada keragu­
raguan untuk menindak tegas tindak pidana melalui media internet. 
b. 	 Subyek hukurn yang bertanggung jawab dalam tindak pidana cyberporn, 
tidak hanya perorangan/individu, tetapi juga bad an hukum yang ter1ibat da]arn 
internet. Perumusan yang jelas mengenai definisi kesusilaan, batasan 
pornografi dalam hukum positif Indonesia akari menghilangkan keragu-raguan 
aparat penegak hukurn untuk mernbedakan sesuatu sebagai pornografi atau 
bukan. 
Indonesia, sehingga aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya 
dengan lcbih~, baik. Tanpa adanya kerja sama yang baik antara pemerintah 
dengan aparat penegak hukum, penanggulangan cyberporn kurang dapat 
dilakukan dengan maksimal. 
d, Pcrs tidnk mempunyai hak tolak untuk membcritahukan sumber-sumber 
informasi yang didapatnya. Jadi apabila aparat penegak hukum membutuhkan 
informasi yang herkaitan dengan cyherporn, maka pers harus memberitahukan 
sumber informasi yang didapatnya, untuk memudahkan penelusuran sumber 
infonnasi yang berkaitan dengan cyberporn. 
